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LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.9, 2008 AGREEMENT. Pengesahan. Pembebasan Visa.
Indonesia-Rusia.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG PEMBEBASAN
VISA KUNJUNGAN SINGKAT BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK
DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESA AND THE GOVERNMENT OF THE
RUSSAN FEDERATION ON VISA EXEMPTION FOR SHORT-TERM
VISTSOF THE HOLDERS DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTYS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa di Moskow, Rusia, pada tanggal 1 Desember 2006
Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani
Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Federas Rusia tentang Pembebasan Visa
Kunjungan Singkat Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan
Dinas (Agreement between the Government of the Republic of
Indonesia and the Government of the Russian Federation on
Visa Exemption for Short-Term Visits of the Holders
Diplomatic and Service Passports), sebagal hasil perundingan
antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Federasi Rusia;
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Mengingat

Menetapkan :

b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu mengesahkan

Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

: 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian

Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN  PEMERINTAH FEDERASI RUSIA
TENTANG PEMBEBASAN VISA KUNJUNGAN
SINGKAT BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN
DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESA AND THE GOVERNMENT
OF THE RUSS AN FEDERATION ON VISA EXEMPTION
FOR SHORT-TERM VIS TS OF THE HOLDERS DIPLOMATIC
AND SERVICE PASSPORTYS).

Pasd 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Federass Rusia tentang Pembebasan Visa
Kunjungan Singkat Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan
Dinas (Agreement between the Government of the Republic of
Indonesia and the Government of the Russian Federation on
Visa Exemption for Short-Term Visits of the Holders Diplomatic
and Service Passports) yang telah ditandatangani pada tanggal 1
Desember 2006 di Moskow, Rusia yang naskah aslinya dalam
Bahasa Indonesia, Bahasa Rusia, dan Bahasa Inggris
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
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Pasal 2
Peraturan Presiden ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 26 Januari 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 26 Januari 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA
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PERSETUJIUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH FEDERASI RUSIA
TENTANG
PEMBEBASAN VISA KUNJUNGAN SINGKAT
BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia selanjutnya
disebut sebagal Fara Pihak,

DALAM RANGKA untuk meningkatkan hubungan bilateral antara kedua Megara
dan memfasilitasi perjalanan warga negara kedua pihak,

TELAH MENYETLIUT HAL-HAL SEBAGATL BERIKUT:

Pasal 1

Pemegang paspor diplomatik atau dinas darl Negara salah satu Plhak
dengan masa berlaku minimal 6 bulan sebelum memasuki wilayah

negara Plhak lain dibebaskan dari persyaratan visa masubk, transit,
tinggal untuk masa 14 hari terhitung tanggal berlakunya bebas visa
masuk dan keluar di wilayah Negara Plhak lain.

Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang satu kali untuk waktu tidak
lebih dari 90 hari secara keseluruhan berdasarkan permintaan dari
perwakilan diplomatik atau kantor konsuler dari Megara pengirim.

Pasal 2

Warga negara dari masing-masing Pihak yang berhak atas bebas visa
berdasarkan ayat 1 Pasal 1 Persetujuan ini dapat memasuki, transit dan
keluar wilayah Pihak lain melalui pelabuhan-pelabuban yang terbuka bagi
penumpang internasional, dengen  mematuhi hukum  dam perundang-
undangan Megara Pihak lain yang bersangkutan mengenal prosedur masuk,
perjalanan dan tinggal bagi orang asing.

Pasal 3

Para pihak akan menginformasikan satu sama lain secepatnya tentang
perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan di masing-masing
negaranya mengenai prosedur masuk, perjalanan dan tinggal bagi orang
asing.
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Pasal 4

Warga Negara pemegang paspor diplomatik dan cinas yang sgh dari Megara
satu Pihak wajib mematuni hukum dan persturan perundangan dar Negara
tuan rumah selama masa tinggal di wilayah Negara Pihak lain.

Pasal 5

Tidak ada ketentuan dalam perianjizn ini yang membatasi hak pihak-pihak
berwenang di negara Para Fihak untuk menclak masuk wilayahnya atau
tinggal di warga negara dari negara pihak lain yang juga memiliki bebas visa
masuk berdasarkan Persefujuan ini sesuai dengan perundang-undangan
negara-negara Para Pihak.

Pasal &

Penerapan Persetujuan ini dapat di ditunda seluruhnya ataupun sebagian oleh
Pihak lain vang didasarkan atas keamanan nasional, ketertiban umum atau
alasan-alasan yang berhubungan dengan kesehatan publik.

Para Pihak dalam waktu tidak lebih dari 72 jam sebelum menerapkan atau
mencabut pembatasan-pembatasan tersebut akan saling memberitahukan
melalui saluran diplomatik.

Pasal 7

Dalam waktu 30 hari setelah penandatanganan Persetujuan ini, Pard
pihak akan saling menyampaikan melsiui saluran diplomatik, contoh
paspor diplomatik dan dinas serta informasi menogenal prosedur
penggunaannya.

Tidak lebih dari 30 hari sebelum secarz resmi paspor Diplomatik dan
Dinas baru serta madifikasi yang masih berlaku, Para Fihak akan saling
memberitahukan mengenai langkah-langkah yangd ditempuh  melalui
saluran diplomatik.

Pasal 8

Dalam hal warga negara dari Negara satu Pihak kehilangan atau rusak paspor
Diplomatik atau Dinasnya di wilayah Negara tihak lzinnya, yang bersangkutan
harus secepatnya memberitahu otoritas berwenang dari Negara penerfma
melalui misi diplomatik atau kantor konsulat Negara yang bersangkutan.
Perwakilan diplomatik atau kantor konsulat terkait zkan menarbitkan paspaor
diplomatik dan dinas baru atau dokumen perjalanan sementara agar yang

2
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bersangkutan dapat kembali ke negaranya, dan memberitahukan otoritas dari
Megara penerima.
Pasal 9

Persetujuan ini akan berlaku 30 harl sejak tanggal penerimaan
pemberitahuan  terakhir dimana para Pihak saling memberitahukan
melalul saluran diplomatik bahwa seluruh persyaratan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundangan nasional bagi berlakunya
persetujuan ini telaby dipenuhi.

Parsetujuan Inl akan tetap berlaku selama 5 tahun dan akan
diperpanjang sccara otomatls selama jangka waktu L tahun berikutnya,
kecuall salah satu Plhak dalam waktu 6 bulan sebelum habisnya jangka
waktu dengan memberitabu Plhak lain melalul saluran diplomatik secara
tertulis mengenai rencana pengakhiran Persetujuan ini.

Perbedaan atau perselisihan yang timbul darl pelaksanaan ketentuan dari
Persetujuan ini, diselesalkan secara damai melalul konsultasi atau
negoslasl antara Para Plhak,

Persetujuan ini dapat diamandemen atau direvisl, apablla dipandang
perlu, melalul kesepakatan bersama secara tertulis oleh kedua Pihak.
Amandemen atau revisi torscbut akan berlaku berdasarkan ketentuan
ayat 1 Pasal inl.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan dl bawah ini diberl kewenangan oleh
Pererintah masing-masing, menandatangan| Persetujuan ini.

DIBUAT dl Moskow pada hari pertama bulan Desember, 2006, dalam dua
rangkap asll, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Rusid dan Ingarls,
seluruh naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat
perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTA UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA FEDERASI RUSIA
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COTJTAIHEHHE
mewny Mpaswreascrsom Peenyfiunkn Hugodesnn u
[pasureasersoy Poceniickoii Pegepaund of 0TKAIC 0T BH30BEIX
opMATLHOCTEH IPH OCYIICCTRICHHH BAALCABLAMH THIIOMATHHECKAY B
CAVAREDHBIX MACNOPTOB KPATKOCPOYHBIX TOEEI0K

IMpaeuTenscteo Pecnyinuen Munonesid H 1IpaBHTEILCTREO Pocouiickani

Denepalliy, HMEHYEMBIE B TanbHeRmem CropoHanH,

PYKOBOACTBYACE CTPeMIEHHEM pA3BHBATL JIPYKECKHE OTHOME!HA
MERCIY OBYMH FOCYIAPCTRAMN H CO3MABATE Hanbomee DIAreNpUATHEIE YClOBHS

A8 OCYUIECTRACHA B3aNMHBIX 030K IpakiIaH,
COTAACHJIHUCH O HEAKECITETYHOUIEM:

Craren 1

|. Baagenslbsl JeHCTEHTENLHLIY GHIUIOMATHYCCKHX HIH cryef RN
MACIIOPTOR COCYZAPCTEA 0aHoid CropoHel NpH YCIOBHH, HT0 CPOK AeRCTEAA MX
MACTIOPTa HCTEKAST HE [[O3LIee, HeM 32 G MECAICE Q0 DATEL TIpeanoTarachionad
BRC3A HE TEPPUTOPHIO rocyaapcersa Jjpyrofi CTopoHsl, B0 IAOTCE OT
HEODXOMHMOCTH  TTONYHeHHd BH3bL 08  BBe3da, CHCIOBRIHH  TPaHIHTOM,
npedrBadua (cpokon 20 14 aHed ¢ JaTh ux 023aH30Baroe Whe3a) Ha TePPHTOPHH
rocyaapctTia Apyroi CTOpOHE! M BRIEAA ¢ HEE.

2. Cpok, ykazannklfi 8 NYHKTE | HacTOAMEH CTATBH, MOMCT BRITH
OMHOKPATHO NPOMIEH [[2 CPOK, HE ITPeBEILAI0NHE B COBOKYIHOCTH G0 nned,
o npocke THUNOMATHHECKOrD NPEACTABHTILCTEA HIN KOHCY/ILCROLO

FUPSHOCHHT HAIlPABTHEMIETO TOCY IPCTRE.
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Craten 2
I'pamiane rocyaapersa oanofl CTopolel, HOJEIYIOLIMECH PEXHMOM
fedEH3I0BOT0 BBESIA COTIACHO MYHKTY | cTAaThH | HACTOAUICTO CornameHs,
MOTYT BBLE3KATL, CHEA0EAThE TPAHIMTOM H BEIE3XATL C TEPPHIOPHH
rocyAapcTea apyrof CropoHBl Mepes NYHKTH [(POMYCkd, OTKPLITRIE A1
MEMCIYHAPOIROTO TACCHKHPEROre CoobMEeHn, MPH YCIO0BHH cofmoaends HMH
3IKOHOE W TIPABKIT FOCY TAPCTRA ATOH Oy IO CropoHBl, PErYIHPYRIMHX MTPOOSTYPBEL

BRE3d, NEPEIRHACHHA U NpeDEIBais HEOCTPAHHRIX TP 1aH.

Craten 3
CropoHEl HezaMellWTelkHD YBELOMAAKT Jpyr Jjpyra o MG BLX
WAMEHEHHAX B 3aKOMAX W NPAEHAaN CBOHX TOCYJAPCTH, PErylIHpYROUX,

MpOUSAYPH Bhe3la, TepelBikenns W MpebnpaHua HHOCTPAHHEIX FPRKAAH.

Crates 4
[pakiaHe rocylapeTsa ool CTOpOHEL, ARANKOMASCH  BIAACTBLAMH
NEHCTBHTENRHEIX  AMNIOMATHYSCKHX W CMymebHBIN  [12CO0OTOR, B JICRHOA
npefeEaHui Ha TCPPHTOPHE TOCYHApPCTEa APYrOH CropoHsl 0bA3aHB yha#aTk

3AKOLL ¥ [IPABKIA TOCY1apeTBa 310l apyroi CTOPOHLL

Crareu 5
Hu oam0 #3 [oaoKeHRH racToawero CoraaeHRA He OrpagiiiBasT paso
KOMIIETEHTHLIY OPIAHOB FOCYIApCTEa OOHOH CTOpOHL OTHA3dTh BO BLEIAC ¢!
TEPPHTOPHI 3TOTO TOCYIAPCTES WIH B NPeDBIBATTHH Ha neii 1doMy rpaws TaHHHY
FOCYTAPCTRE APY Qi CTOPOHE]L, [TONL3YIOMEMYCH TPaBoM DEIRHAOBOTO BhE3H,
npenycMOTpeHHOTo  HacTodngi  Cornawedues, B COOTBEICTRHH €

IAKOHOIATENECTEOM rocyapers CTOpoH,
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Cratea b

[Npiverenne nactoziero CorlisieHm MOEET OLITh YACTHIHO HIIH MIOTTHOT TR
NpHOCTAHOBIZHO modoll w2 Cropos mo coolipsweHHAM  [OCYIADPCTHEHHOH
fezonacHoCTH, ODIMECTEEHHOTD NOPAIRa WM $10P0OBES HacelcHHA.

Cropomel HE MmeHes weM 3a 72 Haca 10 NPHHATHA HIH OTMEHBL TEKHX
OTDAHHYHTENBHL MED HEDODMHDYIOT IDYVE JIPVTa 00 370M 10 AHLIOMETHUCCKHM

A HATAM.

Cramea 7

|. B reverue 30 gHedl ¢ aThl nojrmscannd gactosiero Cornamenys CTOPUHEL
obMEHHEAIOTCA [0 [TWIIIOMATHYECKHM HKaHaiaM  oDpasuaMy  JeHCTEHTENILHBIX
THTTOMETHHECKHX M Cy#elHBIX NECNOPTOUE, 8 TakkKe HHopMarmeii ¢ NOPAIKE HX
HCTIOMBIOBAHMA.

2. Cropomer He mozgsee 30 asefi 10 OQHIHATBHOIO BEENSHHA IHOBEIX
OUILTOMATHYSCKHY IIM COVHSOHRIX Oacmopros, @ Tase 10 H3MCHCHHA
CYUIECTEYIONHMX MACTOPTOR HHGOPMUPVIOT IpyT IpVTa 00 3TOM M0 JHIIOMATHHECKHM

KAaHITEM.

Crarea 8

[pasnane rocy1apcTsa oax=cil CTOPOHS! IDH VTPATE HIH NOBDEHIEHHH CBAOHX
JHILIOMATARSCEMN HITH i.'_"l.}"}E\'LﬁI'ii:I."E IlHEII{]].'.'mE HA TCPPH'I'HFHH l’DW,TI,ﬂFCTEH ,C[P}'T{Jr{
CTopoHBl  HEZAMEUHMTENRHD  HEQOPMHPAVIOT 00 3TOM  KOMOSTENTHLIC Opranbl
NPHHHMAIODIETO0 TOCYIAPCTEE HSpe3 IHILIOMATHMECKOS NPEJICTABHTEILCTRO  HIH
KOHCYIRCKOS YUPEKISHHE FOCY/I2PCTRE CROSTO TPAEIAHCTEA. IO THITOMATHHECKOS
NPSICTARHTRILCTBO TN KOHCYIRCKOE VIPEAJSHHE BbIAACT TAKHM JHIAM HOBLIC
IAIIOMATHYECKHE  WiH  omvsednsle nacnopra an0o, BPEMEHHBIE IOKYMEHTRI,
YAOCTOBEPSIOINHE AHYHOCTE H JEIONME NpPEB0 Ha BO3EpAnelNe B [OCYARpeTRO

[PAKOAHCTER, H YBSIOMIAET 00 OTOM KOMICTEHTHRIE OpraHsl TPHIHMANIIETT

TOCYIApCTRA.




2008, No. 9 10

Cratea 9

l. Hacroamee Cornauenne seivaaet 8 cwry no ueregenny 30 jHel ¢ JaTe)

MOMTYHEHHA [10 THEMTOMATHHECKHM E2HATAM (0CTHETD MHCEMENHOMN VRSI0MIENHA O

BRAMOUHEHHN CTOpoOHams By TPHIOCY JARCTESHHBIX IPOLEIY ], He0OX0THMAX JLIA €70

BCTYTUIEHHS B CEETY.

2. Hactommee Cornamesme sammoyacres cpoxoM Ha ngts 3 mer. Jefictoue

Hacroanero CorfigiieHns agToMaTHEecyH NMPOIIEERCTCH Ha NOCNSIYVIOHIHE S-j1eTHHE

ACPHOORL, €01 HH OOHa H3 C‘['{}FFUT[ He MeHSe ges 3 O MecsleB 10 Ilp'l‘-'ﬂllfﬂfﬂ.l"ﬂ'&?d&ﬁ

HATEl (IPERPEITSHHA S0 AcHCTBHA He VRECIOMAT OPYIYHO CTD]]{‘IH}' B TEICEMENHOH

l,]JU]'JM'E (1 JHITOMETHYSCKHM EaHATan O CBOCA HAMEDSHHH IPeKPETiIT: e IeHCTRME.

3. JIroQEIE pasHOIMACHA HIH CHOPE! 110 BONPOCEM. KACAIOUIMMCH TIPHMEHESHAN

AACTOALEETD C{‘.-t'.’lalllf.:rmsa, PEIPSLIAHOTCE IIVIEM i-u.‘UII-E}'_'lB'IELEIﬁ WIH JIEpETOBOPOE

mex Ty CTopoHaMIL

4, [To p3amvEOMY OHCEMeHHOMY cornaciie Ctopon & HacToAwes CornaweHie

MOTyT OblTE BHECSHE! WIMSHEeHHA. Tamsie MIMSHEHMS BCTYNAWOT B CHAY B [OPLIHES,

NPEIYCMOTPEHHOM IIYHETOM | HACTORINEH CIATRA.

B YAOCTOBEPEHME  9eT0  HICREIODIIHMCABIIMecH, HATIEEaIIHM obpazom

NYIIOTHOMOYCTIHEBIS COOTBETCTEVHMIFMHA CTG]'_".']EEL\IH, T UTHCATH HECTODRUTEE

Cornammegee.

Copepiueno B Mockse | zexatpsa 2006 roga 2 3By 0K32MNIAPAY, KAAIAEH Ha

H”.IlDHE]HﬁCHﬂI'-I_. DVCCEOM H 3HTTHICHOM S35IKAN, [IpHYeM BCE TEKECTHI HAMCHIT

OOMHAKOBYIO ciTy. B cmydae pacxossiesnii 8 TOOKOBAHNM NONOHEHNN HACTOALEO

Cormamers HCMOMBEIYETCA TERCT HA aF IZIMHCKOM S3BIKE.

JATIPABHTEITR CFBD 3A HFABI—'IE'EJ[BCTB(}
PECIIYBJIHKH WHTAHEIHIHI POCCHHCKOH OEIEPAITHA




11 2008, No. 9

AGREEMENT
BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND
THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
ON
VISA EXEMPTION FOR SHORT-TERM VISITS OF
THE HOLDERS DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS

The Gowernment of the Republic of Indonesiz and the Government of the
Russian Federation hersinafter referred to as "the Parties”,

With & view to promoting friendly relations between the two countries and
facilitating the travel of their nationals,

Have agreed as follows:
Article 1

Holders of diplomatic or offical passports of the State of one Party with
the validity of less than 6 months prior to the date of the expected entry
into the territary of the State of the other Party shall not be required to
abtain wisa to enter, transit through, stay for a period of 14 days from
the date of their visa free antry in the territory of the State of the other
Party and exit from it

Such period may be extended once for the period not exceeding 20 days
in whole upon request of the diplomatic mission or a consular office of
the sending State.

Article 2

Nationals of the State of one Party entitled to visa exemption under the
provision of paragraph 1 of Article 1 of this Agreement may enter into, Lransit
through and leave the territary of the State of the other Party at any polnts
open for international passenger traffic, provided that they respect the laws
and regulations of the State of the respective other Party, governing the
procedures of entry, travel and stay of forgigners.

Article 3

The Parties shall inform each other immediately about any changes In the
laws and regulations of their respective States governing the procedures of
entry, movement and stay of foreigners.




2008, No. 9 12

Article 4

National of the State of onme Party holding valid diplomatic and service
passports shall respect laws and regulations of the host State Lhr_nugh the
duration of their stay in the territory of the State of the respective other
Farty.

Article 5

Mo provision of this Agreement shall restrict the right of competent authorities
of the State of either Party to refuse entry to the territory of its State or stay
therein to any national of the State of the other Party entitled to visa
exemption under this Agreement according to the legislation of the States of
the Parties,

Article &

The Application of this Agreement may be provisionally suspended ?n whole or
in part by either Party on the grounds of national security, public order or
public health reasons.

The Parties shall not less than 72 hours prior to the imposing of rew:n_cal:inn ?F
such restrictions notify each other of such measures through diplomatic
channels.

Article 7

Within 30 days after signing of this Agreement the Parties shall convey Ifu
each other through diplomatic channels the specimens of their valid
diplomatic and service passports as well as the information on the
procedure of their use.

Mot less than 30 days prior to the official introduction of new diplomatic
or service passports as well as modifications of existing ones, the Parties
shall inform each other about such measures through diplomatic
channels.

Article B

In case if nationals of the State of one Party lose or damage their diplomatic
or service passports in the territory of the State of the other Party, they shall
immediately inform the competent authorities of the receiving State Ithmugh
diplomatic mission or consular office of the State of their F‘IaEiEIII'IEﬂIE';.". _The
diplomatic mission or consular office concerned shall issue a new diplomatic or
service passport or a tempaorary identification document to provide the returr
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the aforementioned national to the State of his/her nationality, and inform the
competent autherities of the receiving State.

Article 9

This Agreemeant shall enter into force 30 days from the date of the
receipt of the last written notification in which the Parties have informed
each other through diplomatic channels that all requirements for entry
into force of the Agreement as stipulated by their respective national
legislation have been met.

This Agreement shall remain in force for a period of 5 years and shall be
automatically extended thereafter for successive S-year periods, unless
one of the Parties at least 6 monchs prior to the expiry of the relevant
period notifies the other Party through diplomatic channels in writing of
its intention to terminate this Agreement.

Any difference or dispute arising out of the implementation of the
provisions of the Agreement shall be settled amicably by cansultation er
negotiation belween the Parties.

This Agreement may be amended, if it is deemed necessary, by mutual
written consent by the Parties. Such amendments shall enter into force
according to the provisions of paragraph 1 of this Article.

In witness thereof, the u'ndersigned being duly authorized by respective
Parties, have signed this present Agrecment.

Done at Moscow on this 1% day of December 2006 in two originals, each in I:I_':e
Indonesian, Russian and English languages, all text being equally authentic.
In case of any divergence of interpretation, the English text shall be used.

FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF IND?NESIA THE RUSSIAN FEDERATION

/

-




